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Pemberian kuasa secara sosiologis dapat dikatakan sebagai |embaga yang terbentuk di dalam kehidupan
kemasyarakatan. Pada perkembangan selanjutnya dimana kegiatan manusia semakin berkembang,
pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat dalam proses
hubungan hukum di mana seseorang menghendaki dirinya diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya
melaksanakan segala kepentingannya. Sejak berkembang dan bertambahnya kebutuhan hukum, seseorang
memanfaatkan |embaga pemberian kuasa. Pemberian kuasa pada awal nya diberikan untuk kepentingan
pemberi kuasa, tapi kemudian diberikan justru untuk melindungi kepentingan pemegang kuasa (penerima
kuasa). Pemberian kuasa untuk kepentingan pemegang kuasa (penerima kuasa) ternyata dalam praktek dapat
dipenuhi dengan bentuk kuasa mutlak. Berkaitan dengan bidang Hukum Agraria, pemberian kuasa mutlak
dibatasi oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tentang larangan Penggunaan Kuasa
Mutlak Sebagal Pemindahan Hak Atas Tanah. Pemberian kuasa dalam perkembangannya menjadi luas,
tetapi dalam penelitian ini hanya mengkaji mengenai kuasa mutlak notariil dalam pengalihan hak atas tanah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan mengenai pembuatan akta
pengalihan hak atas tanah berdasarkan kuasa mutlak oleh notaris. Metode pendekatan yang dipergunakan
adalah yuridis normatif yang menjadi data sekunder berupa hukum positif yang berkaitan dengan kuasa
mutlak. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pemberian kuasa mutlak dalam pengalihan hak atas
tanah dalam prakteknya dapat merugikan si pemberi kuasa karena banyak diantara penerima kuasa mutlak
ini menyalahgunakan kuasa yang diterimanya untuk kepentingan yang berlainan atau untuk kepentingan
pribadi semata. Sebenarnya pemberian kuasa mutlak itu, apabila benar-benar dipergunakan untuk tujuan
yang semestinya dan ada dasar hukumnya, makatidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang ada dan memang dibutuhkan oleh masyarakat.
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